
2. Undang-Undang Nomor 3(, Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tenta.ng Kawasan Perdagangan Bcbas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang; (Lcmbaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor
4053), sebagairnana teLah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
~007 tenrang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tcntang Pcnclapan Peraturan Pemerintah
PengganLi Undang-Undang NomOI" 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; (Lembaran

1. Undang-Undang Noma)" 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; [Tarnbahan Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia Nornor 2043);

Mengingat

c. bahwa berrlasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan
Kopala Badan Pengusahnan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batarn tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Lahan;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pclabuhan Bebas Batam Nomor 27
Tahun 2017 tentang Penyctcnggaraan Pengalokasian Lahan
sudan tirlak sesuai lagi dengan kebutuhan investasi dan
perkcmbangan masyarakat;

a. bahwa Badan Pcngusahaan Kawasan Pcrdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebns Batam berkcwajiban untuk
menjamln iklim investusi yang kondusif, memberlkan
kepastian huLrum, rnelindungi kepentingan umum, dengan
pcIayanan periztnan yang lchih ccpat, eflsien dan cfcktif;

Menimbang

!(EPALA BADAN PENGUSAH1\AN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUllAN BEBAS BATAM,

DENOAN RAITMAT TUHAN YANG MAliA ESA

PENYEI,ENGGARAAN PENGELOLAAN LAHAN

TI~NTANO

NOMOR 3 TAHUN 2020
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9. Peraturan Pcmcrintah Rcpuhlik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana rata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Ncgara RepubLik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48), sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan
Pernerintah Rcpublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
Tenta.ng Perubahan Atas PenllUJ'F.lI1Pernerintah Nornor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayab
Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77);

8. Pcraturan Pemerintab Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Pcrdagangan Bebas dan Pclabuhan Bcbas Batam
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia
Nomor 4757), sebagaimana telah diu bah tcrakhir dcngan
Peraturan Pemcrintah Nornor 62 Tabun 2019 Ien tang
Perubahan Kcrlua atas Peraturan Pcmerintah Nomor 46
Tahun 2007 tentang Kawasan Pcrdagangan Bcbas dan
Pelabuhan Behas Bata.m;

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 24 Tahun 1997 tcntang
PendaItaran 'l'anah, (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3691'»);

6. Peraturan Perncrintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik indonesia
Nomor3643);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun; (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1988
Nomor 7, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 3372)

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tcntang Rumah
Susun; (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Nornor 5252);

3. Undang-Undang Nornor 26 Tnhun 2007 tcntang Pcnataan
Ruang; (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68; (Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Ncgara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4775);
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18. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor I. 'rabun 2019 ten tang
Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn
dan Penetapan serta Pcngangkatan Kepala, Wakil Kepala
dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas clan Pelabuhan Bebas Batam;

17. Peraturan Ketua Dewan Kawasan PerdaganganBebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nornor I Tahun 20l.g rentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ten tang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak At.a.sTanah Negara
dan Ilak Pengelolaan;

L5. Keputusan Presiden Nornor 8 rabun 20 16 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah
Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25
Tahun 2005 tentang Peru bah an Kelima atas Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah lndustri
Pulau Batam;

13. Peraturan Presiden Nomor87 Tahuu 20111.entang Rencana
'rata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karim un;
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor
127);

Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Berusaha Terintegrasi Seeara

Negara Republik Indonesia Tahun

l2. Peraturan Pernerintah
Pelayanan Perizinan
Elektronik; (Lernbaran
2018 Nornor 90);

1L Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pemillkan Rurnah Ternpat Tinggal atau Hunian olch Orang
Asing yang berkedudukan di Indonesia; (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 325, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5793);

10. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 20] 1 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor
17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
5196);

UADAN PENGUSAHAAN KAWASAN rERDAGANGAN BElIAl) OAN rELA13UHAN BEllAS BATAM
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6. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana diarur dalarn Pasal 16 Undang­
Undang Nomor.S Tahun )960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
clan Peraturan Pelaksanaannya.

5. Alokasi Laban adalah pcnycrahan bagian-bagian dari tanah Hak
Pcngelolaan Sadan Pcngusahaan Satam kepada Pcngguna Lahan, untuk
dipergunakan sesuai pcruntukkan yang ditentukan,

4. HaJ{ Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemcgangnya, dalam hal ini
pcmegangnya adalah 8adan Pengusahaan Batam.

3. Pcngelolaan Lahan adalah Rangkaian kcgiatan yang mellputi perencanaan,
pengalokasian, pengawasa n clan evaluasi.

2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pcrclagangan ecoas
dan Pelabuhan Bebas Batarn.

l. 8adan Pcngusahaan Batam selanjutnya disingkat BP 8atam adalah Badan
yang diberi kewenangan untuk mengeJoJakawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuban Bebas Salam.

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal I.

Bagian Kesatu
Pengcrtian

BAB I
KRTENTUAN UMUM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN
PERDAGANGAN SEBAS DAN PELABUI-IAN BEBAS 8ATAM
TENTANG PENYELENGGARAAN PENOELOLAAN LAHAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

20. Peraturan Kepala Badan Pcngusahaan Kawasan
Pcrdagangan l3ebas dan Pelabuban Bebas Batam Nomor 1
Tahun 2018 tcntang Jews dan Tarlf Layanan Pada Kantor
Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bcbas dan Pelabu han Bebas Batam;

19. PcruturUI1 Kepala Badan Pcngusahaan Kawasan
Perdagangan Bcbas dan Pelabuhan Bebas Batrun Nomor 19
Tahu n 2019 tentang Sueunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Kerja cJi Bawah Anggota/Deputi eli llngkungan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;

BAOt\N PENGUSAHA,\N KAWASAN PERI)AGANGAN BEllAS DAN PELAIlUtlAN BRnAS BATAM
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lY. Pedoman Bangunan (Estate Requiation} adalah ketetapan yang menjadl
lampiran dalam SPPL yang berisi ketentuan pedoman teknis perencanaan
cl~1U1pembangunan dalam, penggunaan laban.

18. Penggabungan alokasi laban adalah Penyatuan heberapa PenetapaJl Lokasi
menjadi satu kesatuan.

17. Pemecahan alokasi laban adalah pemecahan Penetapan Lokasi induk
menjadi beberapa Penetapan Lokasi dengan luas yang lebib kecil,

16. Koreksi Tarif uwr adalah pcnyesuaian kembali perhitungan VWTsebagai
akibat perubahan pemanfaatao/penggunaan lahan .Y811g telah disetujui oleh
Badan Pengusahaan Batam.

15. Surat Keputusan Pernbatalan Alokasi Lahar} adalah SUJ'atKeputusan yang
diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna lahan karena
tidak memenuhi kewajlbannya sebagalmana telah diperjanjikan dalarn
SPPL.

14. Surat Peringatan adalah surat Badan Pengusahaan Batam kepada
pengguna lahan yang isluya mernperingatkan adanya tindakan pengguna
lahan yang tidak memenuhi Icewajibannya sebagaimana telah diperjanjilcan
dalam SPPL.

13. Surat Perjanjian Penggunaan Lahan sclanjutnya disingkat SPPL adalah
kesepakatan tertulis yang berist hak dan kewajiban Badan Pengusahaan
Batam dan Penerima alokasi beserta lampirannya.

12. Faktur UWTadalah suatu bentuk surat tagihan yang disampaikan kepada
pemohon alokasi lahan yang berisi nominal UW1'yang harus dibayarkan.

tl. Uang Wajib Tahunan selanjutnya disingkat UWT adalah Dang pemasukan
atas penggunaan laban Y8l1g harus dibayarkan oleh pengguna laban kepada
Badan Pengusahaan Batam.

10. Progres Pembangunan adalah kernajuan pelaksanaan pembangunan yang
dilakukan oleh pernohon alokasi lahan atas laban yang telah dialokasikan
sebelumnya.

9, Kelompok Kerja Evaluasi Permohonan Alokasi Lahan selanjutnya disebut
Pokja Evaluasi adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan evaluasi
dalam pengalokasian laban.

8, Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Perdangangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun pcdoman dalam
pengalokasian laban,

7. Pemohon alokasi Iahan adalah Perorangan, Badan Hukum, Badan
Keagamaan dan Badan Sosial yang mengajukan permohonan kepada Badan
Pengusahaan Batam.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN "ERDAGANGAN REflAS UAN PELABUHAN BERAS UATAM
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(3) Mengoptimalkan pengelolaan lahan dalarn rangka mendukung daya saing
Batam sebagai kawasan tujuan investasi.

(2) Terwujuclnya akuntabilitas dalarn pengalokasian lahan dan layanan tcrkait
yang dapat didukuog dengan sistern elektronik terintegrasi;

(1) Mewujudkan tata kelola lahan yang obyektif dan transparan;

Peraturan ini bertujuan unruk:

Pasal3

Bagian Ketiga
Tujuan,

(5) Pengarsipan,

(4) Pcmbebanan dan pembebasan UWT;

(3) Perpanjangan, pemecahan, dan penggabungao;

(2) Pengawasan;

(I) Pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian lahan;

Ruang lingkup Peraturan ini adalah pcnyelenggaraan pcngelolaan laban di wilayah
kerja SP Batam yang meliputi:

Pasa12

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

22. Tim Tcrpadu Pengukuran adalah kelornpok kerja personll pclaksana
pengukuran yang terdiri dari star unit kerja tcrkait darr/atau instansi tcrkait
lainnya,

21. Evaluasi adalah kegiatan pcnllaian terhadap pelaksanaan kewajiban yang
telah disepakati dalam SPPLoleh pengguna lahan.

20. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mcrnpcroleh
informasi secara terus mencrus tcrhadap pelaksanaan kewajiban yang Lelah
disepakati dalam SPPLolch pcngguna lahan.

DAOAN PENGUStHlAAN KAWASAN I)~:RDAGANGAN DEBAli bAN I'''LABUIIAN DEDAS IIATAM
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d. lnstansi Pemerintah.

b. Orang Asing;

C. Badan Hukum yang didirikan menurut hukurn Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia; atau

a. Warga Negara Indonesia (WNI);

(1) Pcmohon Alokasi Lahan adalah:

Pasal6

Bagian Kesatu
Pcmohon Alokasi Lahan

BAB III
PI£NGI\L,oKAStAN LABAN

(:2) BP Batam cq. Dircktorat Pcngetolaan Lahan mcngajukan permohonan
penerbitan sertlpikat HPL Kcpada Menteri Agraria/Tata Ruang cq. Kantor
Pertanahan Kota Batam.

()I Kcpala Sub Direktorat Pcngadaan dan Pengalokasian lahan melalui tim
terpadu pengukuran rnclakukan pengukuran tcrhadap lahan yang akan
dlu su lkan pensertiplkat annya.

PasaJ5

Bagian Kedua
Pcnscrtipikatan

(2) rata cara pelaksanaan pembebasan lahan clan tarif besaran
santunanysaguhau atas tanah serta gantt kerugian atas bangunan
darr/atau tanarnan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Sadan
Pengusahaan Kawasan Pclabuhan Bebas dan Pcrdagangan Bebas Batam.

(1) Pembebasan laban dilakukan olch Tim Penyiapan Data PernbebasanLaban
yang diketuai oleh Kepala Sub Direktorat Pengadaan dan Pengalokasian
Lahan.

Pasal4

Bagian Kesatu
Pcrnbebasan

BAB IT
P8NG/\DAAN LAJ-lAN

IlADAN PENGIJSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEllAS DAN I'ELAIlUUAN BEllAS BATAlI1
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a. Kelompok B1 Permukiman kepadatan tinggi, Fasilitas Pemerintahan,
Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Perbelanjaan, Ternpat Ibadah,
Rekreasi dan kebudayaan, Olahraga, lapangan terbuka, dan RTH;

(2) Perun tukan Pengalokasian lahan dikelompokkan sebagai beriku t:

(1) Peruntukan laban ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan
Karimun.

Pasal8

Bagian Ketiga
Peruntulcan Laban

(3) Pcmanfaatan material (qvu,.,.y) eli luar elevasi yang direncanakan meniadi
hak dan kewenangan BP Batam.

(2) Laban yang dialokasikan merupakan bidang datal' sesuai dengan elcvasi
yang direncanakan daJam rencana bisnis.

b. Lahan mentah atau lahan matang yang akan dialokasikan berdasarkan
permohonan Badan Huku111 dan/atau perorangan.

a. Laban yang telah dipersiapkan masterplannya oleh Pusat Perencanaan
dan Kebijakan Strategis dan dilakukan pematangan lahannya oleh
Direktorat lnfrastruktur Kawasan atau lahan yang telab siap bangun;
atau

(1) Laban yang telah terbit sertipikat Hak Pengelolaannya dengan kondisi
sebagai beriku t:

Paeal 7

Bagian Kedua
Obyek Alokasi Laban

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haknya
tidak dilepaskan atau dialihkan rnaka hak atas tanahnya tersebut batal
demi hukum.

(3) Pengguna Lahan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib
melepaskan atau rnengalihkan hak penggunaan lahan kepada pihak lain
yang memenuhi syarat.

(2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi
Pemohon Alokas; Lahan scsuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

I1ADAN PENCUSAHAAN I{AWASAN PEROACANGAN O~HAS DAN PELAIIUHAN BEllAS IlATAM
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(4) Orang Asing dibcrikan status hak atas tanah dalam bcntuk Hak Pakai
dalam jangka waktu pcngalokasian:
0.. 30 Tahun untuk pengalokasian awal;
b. 20 Tahun untuk perpanjangan; dan
c. 30 Tahun untuk pernbaharuan.

(3) Ilak Pakai diberikan dalarn jangka waktu pengalokasian:
a. 25 Tahun untuk pengalokasian awal;
b. 20 Tahun untuk pcrpanjangan; dan
c. 25 Tahun unruk pcmbaharuan,

(2) Hak Guna Bangunan dlbertkan dalam jangka waktu pengalokaslan:
a. 30 Tahun untuk pcngalokasian awal;
b. 20 Tahun untuk perpanjangan; dan
c. 30 Tahun untuk pernbaharuan.

(I) Warga Negara Indonesia (WNl) clan Badan Hukurn dibcrikan status bak alas
tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Pengalokasian Iahan kcpada pcmohon sebagaimana dirnaksud Pasal 6 ayat (1) eli
alas dibcrikan dengan jangka waktu scbagai berikut:

Pasal9

Bagian Keernpal
.Jangka Waktu Pengalokasian Lahl:1I1

1. 86.1 Kawasan Pcruntukan Bandar Udara;
2. B6.2 Kawasan Pcrumukan Pclahuhan;
3. 86.3 Kawasan Pcruntukan Pendidlkan, Kesehatan, Sosial-Budaya,

Risel dan Teknologi;
4. 86.4 Kawasan Pcruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara;dan
5. 86.5 Kawasan Pcruntukan Perdagangandan Jasa

f. Kelornpok 86:

c. Kelompok B5 Pariwisata;

d. Kelompok84 lndustri, kcgiatanpenunjang Industri pengolahan;

c. Kelompok 83 Perrnukiman kepadatan rendah, Fasilltas Pemerintahan,
Pendidikan, Pclayanan Kesehatan, Perbetanjaan, Ternpat lbadah,
Rekreasi dan kcbudayaan, Olahraga, Lapangan terbuka, dan RTH;

b. Kelompok 82 Pcrrnukirnan kepadatan scdang, Fasilltas Pemerinrahan,
Pendidikan, Pelayanan keseharan, Perbelanjaan, Ternpat lbadah,
Rekreasi clan kebudayaan, 01ahraga, Lapangan tcrbu ka, clan RTH;

IIADAN PENGlJSAHMN KAWAS/\N I'EIU>AGANGAN BEBAS I)AN I'ELAIIUIIAN BEllAS BATAM
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(I) Direktorat Pengelolaan Lahan menerbitkan pengumuman atas lahan yang
akan dialokasikan eli [ronan/website resmi 13PBatam untuk pengalokasian
sebagaimana dirnaksud Pasal ? ayat (1) hurura,

Pasal 11

a. Peruntukan rumah tinggal, paling Iuas 2000 m2. Luasan tersebut
dapat melebihi 2000 m2 dengan pertimbangan teknis tertentu meliputi
kondisi fisik ill Iapangan.

b. Peruntukan .Jasa, paling luas 5000 m2.

(5) Pengalokasian lahan kepada pemohon perorangan hanya dapat diberikan
dengan ketentuan scbagai berikut:

(4) Persvaratan teknis Pemohon Perorangan maupun Badan Hukurn wajib
rnenyampaikan proposal rencana bisnis, rencana pemanlaatan dan luas
lahan.

(3) Persyaratan adrninistrasi pemohon Badan Hukum, meliputi:
a. Sural Permohonan Alokasi Lahan;

b. Fotokopl akte pendinan Badan Hukum dan perubaharmya serta
pengesahannya;

c. ~omor lnduk Berusaha (NIB)
d. Rekening Koran;
C. Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. Profil perusahaan dan pengalaman perusahaan (kecuali Badan Hukum

yang belum beroperasi]; dan
g. Alamat korespondensi yang resmi.

(2) Persyaratan administrasi pemohon Perorangan, melipu li:

a. Surat Permohonan Alokasi Lahan;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas yang masih berlaku;
c. Alamat korespondcnsi yang resmi,

(I] Persyaratan permohonan alokasi lahan terdiri atas persyaratan administrasi
dan persyaratan teknis.

Pasa] 10

Tata Cara Pengalokasian Lahan

(5) Instansi Pemerintah diberikan status hak atas tanah dalam bentuk Hak
Pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sesuai dengan
peru n tukannya,

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERI)AGAi'iGAN BEUAS I)AN pgI.AIlUH;\N BEBAS BATAM
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a. Memcriksa kelengkapan adrninistrasi dan lcgalitas pcrnohon terrnasuk
rckarn jejak pemohon apabila sebelumnya telah mendapat alokasi lahan
eli lokasi yang lain;

b. MengevaJuasi nilai dan jenis investasi;
c. Mcngevaluasi rcncana bisnis arau rencana pernanfaatan laban;

(1) Keanggotaan Pokja Evaluasi tcrdiri atas pcjabat dl Iingkungan Dircktorat
Pengelolaan Lahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala.

(2) Pokja Evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai
tugas sebagai berikut:

Pasal 16

Evaluasi perrnohonan alokasi lahan dilaksanakan oleh Pokja Evaluasi dcngan
tujuan untuk mempcroleb obyektivitas dalam pcrnberian alokasi laban kepada
pihak ketiga.

Pasal 15

Tcrhadap lahan yang akan dialokastkan dilakukan pcngukuran clan pernasangan
tanda batas lahan serta pemeriksaan status laban. kondisi laban, peruntu kan
dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis NasionaJ Balam, Bintan, dan
Karimun.

f>asa! 14

Pemeriksaan, Pencatatan, dan Pendistribusian surat permohonan alokasi laban
dilakukan oleh Petugas di JYrsp BP Batam.

Pasal 13

(2) SLIrat pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (J) wajib dilengkapi
dengan persyaratan administrasi dan teknis yang diserahkan rnelalui loket
pencrimaan permohonan di Pclayanan Terpadu SaLU Pintu selanjutnya
dlsingkat PTSPBP Batam atau diunggah melalui LMSjlBOSS.

(I) Surat permohonan alokasi lahan ditujukan kepada Kepala BP Batam cq.
Anggota Bidang Pcngelolaan Kawasan dan lnvcstasi.

I.lasc\.] 12

(2) Pengurnuman dilakukan satu kali unruk mernberikan informasi kcpada
khalayak yang bertninat untuk mengajukan permohonan alokasi lahan
selambat-larnbatnya 7 (tujuh) harl kalender scjak pengumurnan diterbitkan,

(3) Ketentuan pada ayat (1) pasat Uti dikecualikan tcrhadap permohonan
pcrluasan dan pcngalokasian laban sebagaimana dimaksud PasaJ7 ayat (J)
huruf b.

UAOAN PENGUSi\lIAt\N KAWASAN PEIWAGANCAN BEUAS DAN PELABUHA DEDASBATAI\'!
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scteten Pokja melakukan evaluasi dan pcmohon memenuhi persyaratan
scbagaimana ayat (1) di aras, Pokja mcmbuat Bcrita Acara evaluasi
permohonan alokasi Iahan clan mclaporkan kepada Anggota Bidang
Pengelolaan Kawasan dan lnvestasi.

(2)

(1) Perrnohonanalokasi lahan yang diajukan pernohon scbagaimana Pasal 7
ayat (1) huruf b clan Iokasi yang dimohonkan iersebut ICIHhdikuasai dengan
itikad baik sebelum Peraturan Kepala ini berlaku, muka pokja melakukan
evaluasi terhadap kebenaran:
a. Status pemilikan lahan:
b. Kesesuaian dengan Tata Ruang; dan
c. Adanya periiinan usaha atau kegiatan dari instansi bcrwcnang.

Pasal 18

(I) Pokja evaluasi melakukan evaluasi perrnohonan alokast lahan menyangkut
aspek juridis, aspek teknis, dan aspek bisnis.

(2) Dalam melakukan evaluasl dimaksucl pokja evaluasi dapat mengundang
pernohon alokasi lahan unruk rnempresentasikan rencana bisnis dan basil
evaluasi tersebut dituangkan dalam berita acara.

(3) Pokja rnelalui Direktur Pcngctotaan Laban rnclaporkan hasil cvaluasi kepada
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Lnvestasi.

(4) Direktur Pengelolaan Lahan mcmutuskan disetujui aiau ditolak untuk
perrnohonan alokasi lahan dengan luasan sampai dengan 5000 m2 dan
melaporkan kepada Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan lnvestasi
scrta Kepala BP Batam

(5) Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Invcstasi mernutuskan dlsetujul
atau ditolak untuk permohonan alokasl lahan dcngan luasan sampal
dengan 2 Ha dan melaporkan kepada Kepala 8P Batam.

(6) KepaJa. BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, dan Anggota Bidang Pengelolaan
Kawasan dan lnvestasi sccara kolektif kolcgial mernutuskan disetujui atau
ditolaknya permohonan alokasi lahan dengan luasan Icbih dari 2 Ha.

(7) Kcputusan sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan (6) di atas dituangkan
dalam berita acara del1uitif.

Pasal 17

(3) Dalam melaksanakan iugasnya, Pokja Evaluasi dapat mcngundang unit
kerja terkait lainnya eli HP Batarn, tenaga ahli rnaupun darl Instansi lain,
untuk meruberikan rekorncndasi dan/atau masukan terkait dengan evaluasi
permohonan alokasi lahan.

d. Membuat berita acara cvaluasi yang mernuaj nama. pemohon yang
diusulkan untuk disctujul; dan

e. Melaporkan hasil cvaluasi kcpada Anggota Bidang Pcngelo1aanKawasan
dan Investasi.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN "EltDAGANGAN IlEBA1i DAN PELABUHAN DEltAS BATAM
-12-

f~Pi_~\r,i~
~.C '::~Y1'.,;_;.;;= ..

" ~
J

'..
'..;_;



(6) Selain UWT, SP Batam dapat menerima uang pcmasukan lainnya sebagai
kontribusi tambahan yang besaran dan carl'! pembayarannya disepakai i
ant.ara BP Batarn dengan Pemohon serta diiuangkan kedalam SPPL.

(5) Surat Kcputusan Pengalokasian Lahan dan Faktur tagihan UWT akan
rnenjadi batal dengan 8cndirinya apabila pemohon tidak melunasi
pernbayaran UWT sampai dcngan hatas waktu yang telah ditetapkan,

(4) Pcmbayaran harus dilakukau/disetorkan ke rekening Baden Pengusahaan
Batam pada Bank yang telah ditunjuk Baclan Pengusahaan Batam
scbagairnana tercanturn pada Iaktur tagihan.

(3) Besaran nilai UWl' mengacu kepada Peraturan Kopala Oadan Pengusahaan
Batam.

(2) Pcmohon dapai rnelakukan pencctakan Sural Keputusan Pengalokasian
Lahan dan Faktur UWT sctclah pcrmohonan disetujui, dengan jangka waktu
pelunasan UWT paling lama 10 (sepuluh) bad Kalcndcr terhitung sejak
tanggal otorisasi diberikan.

(I) Pemohon yang tclah mendapat Surat Kcputu san Pengalokasian Laban wajib
mcrnbayar UWT sesuai Iaktur yang dilampirkan bersama surat keputusan
tcrsebut datam jangka wakru yang telah ditetapkan.

Pasal20

I'cmbayaran UWT

<I. Lahan yang tclah dlsetujui mcliputi luasan, peruntukan, dan wilayah;
b. Nilai UWT yang harus dlbayarkan; dan
c. Ketenruan pclaksanaan kewajiban pembayaran UWT dan sanksi jika

tidak dilaksanakan.

(3) Surat Kepurusan Pengalokasian Laban sekurang-kurangnya memuat 1'113.1-
hal sebagai berikut:

(2) Bilamana perrnohonantidak memcnuhi pcrsyaratan, KopalaSub Direktorat
Pengadaan dan Pengalokasian Laban melakukan pengunggahan Surat
penolakan permohonan pada LMS/TBOSS.

(1) Berita Acara definitlf yang telah disetujui scbagairnana Pasal 17 ayat (4), (5),
dan (6), Kepala Sub Direktoral Pengadaan dan Pengalokaslan Lahan
rnelakukan pengunggahnn pada LMS/[BOSS. yang ditindaklanjuli dengan
pcrnberian otorisasi oleh pcjabat yang bcrwcnang.

Pasal 19

BADAN PENCUSAHAAN KAWASA • Pt::ROAGAN(;,\ BEllAS [>AN pn,ABUIlAN RERAS ISA'fAM
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a. Nomor,hari, tanggal,bulan dan, tahun Surat Perjanjian dibuat;

b. ldentitas Pengguna Laban dan BPBatam;

c. Obyek laban meliputi luas, peruntukan, lokasi, dan koordinat laban
yang diperjanjikan;

(3) SPPL sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

(2) Dalam hal mempersiapkan konsep SPPL, jika diperlukan Direktorat
Pengelolaan Lahan dapat bekerjasama ataupun meminta pendapatj saran
dati sisi hukum (legal)dari Biro Hukurn Badan Pengusahaan Batarn.

(1) SP Batam menerbitkan SPPL atas alokasi lahan yang telah melakukan
pembayaran UWT dan telah diterima di rekening BP Batam.

Pasa124

Bagian Ketiga
Penerbitan Dokumen Alokasi Lahan

(2) Selai.n dokurnen tersebut pada ayat (1), terhadap pengalokasian dengan
kondisi khusus antara lain, pada Iokasi yang bersinggungan langsung
dengan Obyek vital juga masih dimungkinkan untuk diterbitkan dokumen
pendukung lainnya yang ditandatangani pejabat yang berwenang.

(1) Dokurnen Pengalokasian Lahan, meliputi:

a. Surat Keputusan Pengalokasian Lahan;
b. Faktur UWT;dan
c. Surat Perjanjian Penggunaan Lahan (SPPL).

Pasal23

Bagian Kelima
Dokumen Pengalokasian Lahan

Kebijakan pengalokasian lahan bebas UWTdapat diberikan dengan pertimbangan
terte.ntu dan ditetapkan dalarn Keputusan KepalaBadan Pengusahaan Batam.

Pasal 22

Pengguna Lahan diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan investasi sebesar
20% (dua puluh persen) dan total nilai investasi yang dapat dicairkan atas
persetujuan tertulis 8P Batarn dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap Pelaksanaan Konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
b. Tahap Penyelesaian Pembangunan/Operaelonal sebesar 300/h (tiga puluh

persen).

Pasa121
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a. Pclaksanaan kewajiban 8P Batam kcpada pengguna laban bcrupa
penerbitan dokumen-dokumcn alokasi lahan;

b. Realisasi pengurusan doku men penggu naan laban/ tckn is terkait;
c. Realisasi pclaksanaan pcrnbangunan sesual peruntukan dan/atau

pemanfaatan pada kcscturuhan alokast laban sesual dengan jangka
waktu pada jadwal pelaksanaan pernbangunan yang disepakati;

d. Pcrnenuhan kcwajiban pengguna lahan sesuai dengan SPPL;
e. Mernonitor jangka wakru alokasi lahan yO'lngakan berakhir; dan

f. Memoniror laporan realisasi penggunaan lahan dan pcmbangunan.

(2) Kegtatan Monitoring dilakukan sejak awal pcngalokasian rncliputi hal-hal
sebagai berikut:

(1) Kcgiatan Monitoring dilaksanakan o1eh Dircktorat Pcngclolaan Lahan cq
Subdit Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan.

Pasal25

Kegiatan Monitoring

BI\B IV
PENGI\WASAN

(5) Penandatanganan SPPL oleh BP Batarn dilakukan olch Pejabat yang
mendapat pellrnpahan kcwcnangan.

(4) Sctclah mcncrima konfirmasi adanya pcmbayaran UWT dan biaya
pengukuran, Kepala Sub Direkrorat Hak Alas Laban mempersiapkan konsep
Sf'Pl. yang akan ditandatangani oleh Haden Pengusahaan Batam clan
Pengguna Lahan,

0, Jangka walctu pcnggunaan lahan;
e. Jadwal pelaksanaan pembangunan;

f. Hal-hal lain yang telah disepakati utau disanggupi sebelumnya oleh
pengguna lahan dalam rencana bisnis:

g. Rekomcndasi guna pensertipikatan;
h. [jill pcrnbebanan hak tanggungan;
i. ljin Peralihan Hale;

j, Sanksi yang diberikan kcpada pengguna laban alas pclanggaran dari
isi perjanjian;

1<. Tata cara penyelesaian persclisihan; dan

I. Lampiran bcrupa Oambar penetapan lokasi, surat pernyataan
kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dcngan pedoman
bangunan (estate requlation].

nADAN PENGUSAHAAN "':AWASAN PEROAGANGAN 8tB"S I)AN l'ELABUtiA RERASBATAM
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(7) Peringatan dan pernbatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) di
atas juga dilakukan terhadap Iahan yang dirnanfaatkan hanya scbagian
saja,

(6) Pembatalan alokasi tahan sebagaimana dimaksud ayat (2) buruf d dan ayai
(4) di atas, OP Batam mcnerbitkan Surar Keputusan Pernbatalan Alokasi
Lahan dan Surat Pernberitahuan Pernbatalan Alokasi Lahan,

(5) Apabila setclah diterbitkan surat peringatan kcsaru atau peringatan kedua
atau peringatan keuga pengguna laban memenuhi kewaiibannya, namun
kernudian kernbali melalaikannya, rnaka tindakan evaluasi akan dilanjutkan
pada tahapan sclanjutnya.

(4) Apablla 7 hari setelah pengurnuman tcrakhir diterbitkan tidak ada
tanggapan dari Pengguna Laban, maka akan dilakukan pembatalan alokasi
lahan.

(3) Apabila Swat Peringatan ke-L atau Surat Pcrlngaian ke-2 atau Sural
Peringalan ke-3 sebagaimana dirnaksud ayat (2) huruf a, b, dan c eli atas
tidak diterima oleh Pengguna Lahan dengan dlbuktikan pengembaJian dari
ckspedisi, maka BP Batam akan mengurnumkan melalui satu media cetak
lokal dan 18l11an website BP Batam untuk saru kali pencrbitan.

a. Sub Dircktorat I!;valuasi dan Pcngawasan Pcnggunaan Laban
rnengirlrnkan Surat Pcringatan I(e-l (Kesatu);

b. Apabila setelah 15 hari kalcnder sejak diterimanya Surat Peringatan
Kc--I (Kesatu) pcngguna lahan tidak melaksanakan kcwailbannya,
rnaka akan ditcrbitkan Surat Peringatan Ke-2 [Kedua]:

c. Apabila sctelah 7 hari kalendcr sejak diterimanya Surat Peringatan Ke-
2 (Kedua) pengguna lahan tidak rnclaksanakan kewajibannya, maka
akan diterbitkan Sural Peringatan Kc-3 (Ketiga); dan

d. Apabila sctelah 7 hari kalenrlcr scjak diterirnanya SUra1.Peringatan Ke-
3 (Ketiga) pengguna laban tidak mclaksanakan kcwajibannya, maka
akan dilakukan pembatalan alokasi lahan.

(2) Dalam hal Lidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajiban
sebagaimana dimaksud ayal (1), 8adan Pengusahaan Batarn melakukan
tindakan evatuasi dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Sub Direktorat Evaluasi clan Pengawasan Penggunaan Laban mclakukan
tindakan evaluasi terhadap pengguna laban yang tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL.

Pasa I 26

Kcgiatan Evaluasi

BAOAN PENGUSMIAAN KAWASAN PEIWAGANGAN BEUAS DAN I'ELABUUAN IlEBAS DATAM
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Penggabungan Penctapan t.okasi adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih SPPL
atas nama satu pemegangalokasi lahan rncnjadi hanya satu SPPL.

( I)

rasa128

Bagian Kedtill
Pcnggabungan Penetapan Lokasi

(2) Perubahan dokumen yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dcngan
mencrbiLkan SPPL baru.

a. Perubahan Obyek JaJ1a11 meliputi penggabungan, pernecahan, dan
perubahan penggunaan;

b. Perubahan pada subyek pengguna lahan akibat dari Iclang, JURI beli,
hibah, pewarisan , tu kar rnenukar, puLuSFU1 pengadllan berkekuatan
hukum tetap, peralihan hak scbagai konsekuensi pcngarnpunan paiak
dan inbrcng; dan

c. Pcrubahan dikarenakan penggantian dokumen yang 'hilang.

(1) Perubahan dapat berupa:

Pasal27

Bagian KesatU
Jenis Perubehan Dokumen

BABV
PERUBAHAN DOKUMEN ALOKASI LAHAN

(12) Dalarn hal penyiapan Sural Keputusan Pcmbatalan, Direktorat Pengclclaan
Lahan dapat berkoordinasi dengan Biro l lukurn BP Batam

(1]) Terhadap alokasi laban yang telah dibatalkan, dipasang papan
pembcritahuan oleh BP Batam.

(10) Dlrektorat Pengelolaan Lahan mcnyampaikan data alokasl laban yang tclah
dibatalkan atau habis masa berlakunya kepada Direktorat Pengarnanan
Aset untuk dilakukan pengarnanan.

(9) Pembatalan alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) eli alas,
dilakukan tcrhadap dokurncn alokasi lahan induk clan selanjutnya BP
Batam cq Direktorat Pcngelolaan Lahan menerbitkan dokumen alokasi
Laban lcrhadap lokasi yang Lelahtcrbangun,

(8) Sebelum dilakukan tindakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada.ayat (7)
di atas, Sub Direktorat Pengadaan dan Pengalokastan Lahan melakukan
pengukuran untuk menunjukkan luas serta koordinat Iokasi yang akan
dievaluasi.

IMOAN I'ENCUSAHAAN KAWASAN PEROAGAN(;,\N BF-IIAS DAN rELABUHAN BEllAS IlATAM
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(I) Perubahan penggunaan alokasi lahan dapat dilakukan hanya pada jenis
penggunaan pada kelornpok tata ruang yang sama,

Pasa130

Bagian J(eem.pat
Perubahan Pcnggunaan AlOl<~ISiLahan

(6) Perrnohonan pemecahan peoetapan lokasi diajukan kcpada Dircktorat
PengeloJaan Lahan mclaJui lokct PTSP.

(5) Pernecahan SPPL untuk saruan rumen susun dilakukan dengan
pcrhitungan rumus pertelaan sarusun.

(4) Asli Pcrsyaratan sebagaimana maksud di alas diperlihatkan kepada petugas
pada saat pcrmohonan diajukan.

a. Sural Permohonan;
h. Copy SPPL;
c. Gambar site plan atau sleet lokasi yang akan dipecah penetapan

lokasinya; dan
d. Untuk permohonan pernecahan lokasi y~ng telah merniliki Sertipikat

pccahan dari induknyamaka gambar sitr- plan sebagairnana huruf c di
alas tidak diperlukan kcmbaf dan dilakukan pengukuran untuk
rnendapatkan koordinat lokasi tersehuI,

(3) PersyaratanpengajuanpernecahanPenetapanLokasi berupa:

(2) Pcmohon dapat mengajukan pcrrnohonan pemecahan Pcnctapan Lokasi atas
nama yang tercantum pada Pcnctapan Lokasi induk, waJaupun pemohon
belurn melaksanakan pembangunan, sepaniang pemohon teJah rnelunasi
pernbayaran UWT dan telah rncrnilikl SPPI".

(1) Pemecahan PGJ1C1A,pan Lokasi hanya dapat dilakukan atas lokasl yang telah
lunas pernbayaran UWT.

Pasal 29

Bagian Ketiga
Pemecahan Pcnetapan Lokasl

(3) OaJamhal adanya perbedaan rnasa berlaku jangka waktu UWT Penetapan
Lokasi yang akan digabung, maka penggahu ngan Penetapan Lokasi akan
mengikuti masa berlaku Pcnetapan Lokasi yang lebih dahulu bcrakhir rnasa
bcrlakunya dan I idak disertai kcwaiiban pengcmballan UWT.

(2} PenggabunganPenctapan Lokasi hanya dapat dilakukan atas Iokasl yang
telah lunas pembayaran UWT.

[IADAN "ENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEllAS OAN "ELADUItAN DEDAS IIATAM
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(5) Untuk penggantian dokurnen yang rusak dilakukan dengan rnembuat berita
acara dengan melampirkan asli dokurnen rusak tcrsebut.

(4) Biaya pencrbitan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dibcbankan pada
Pemohon.

(3) SP Batam mengumurnkan pencrbitan dokurncn pcngganti di media cetak
utama lokal scbanyak 1 (satu] kali dengan masa klarifikasi 30 (tiga puJuh)
hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pengumuman.

a. Laporan Kchilangan dari Kcpolisian; dan
b. Mernbuat Sural Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa

dokumcn alokasi lahan dimaksud bcnar-benar hilang dan tidak dalarn
penjarninan ill bank alaupun daJam penguasaan pihak lain.

(2) Pcngajuan pcrmohonan dokurnen pengganti yang hilang wajib melamplrkan:

(1) Dalam hal pernohon rncngajukan permohonan dokurnen alokasi lahan
pengganti karena hilangjrusak, maka pcmohon harus mcngajukan secara
tertulis kepada Kepala BP Salam cq Direktur PengcloLaan Lahan.

PasaJ32

Pcnggantian Dokumen Alokas! Laban Yang Hilang/Rusak

r I) Setiap perubahan subyck pcngguna laban waflb diberitahukan selambat­
lambatnya 3 hari kerja sejak dibuatnya akta pcralihan dan atau dokurnen
lain sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayal (I) huruf b di atas,

(2) Terhadap perubahan subyck pengguna lahan scbagaimana dimaksud ayat
(1) ill atas diwajibkan mernbayar biaya administrasi peralihan sesuai
ketentuan yang herlaku.

Pasal 31

Bagian Kelirnn
Peru bahan Su byck Pengguna Lahan

(3) Apabila terdapai selisih kurang, rnaka fJP Batam bcrkewaiiban
mengembalikan selisih kurang tcrsebut,

(2) Pengguna lahan wajib membayar selisih UWT apabila terdapat sellsih lebih
pada tarif UWT penggunaan lahan yang baru.

IIAOAN I'ENGU.SMIAAI'I' KAWASAN I'EHOAGANGAN BEUAS nAN PEI,AUUHAN IJEUAS IIATAM
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Rekomendasi penerbiLan sertipikat HGB atau Hak Pakai terhadap alokasi baru,
perpanjangan, atau pembaharuan diberikan bersarnaan dengan terbitnya dan
dieantumkan dalam klausul SPPL.

Bagian Kedua
Rckomcndasi Penerbitan Scrtipikat Kc Badon Pcrtanahan Nasional

d. Seteluh penerirua peralihan lahan melunasi biaya administrasi peralihan
hak, maka akan ditcrhltkan dokumen SPPL baru sesuai dengan tata
naskah alokasi baru.

c. Apabila pemohon tidak melakukan pelunasan faktur tcrscbut sarnpai
dengan jatuh tempo 10 hari kalender sejak diterbitkanoya Iaktur, rnaka
faktur batal dengan sendirinya dan pcmohon melakukan pcngajuan
ulang.

b. Direktorat Pengelolaan Lahan cq Kepala Sub Direktorat Hak Atas Lahan
mcncrbitkan faktur hlaya administrasl peralihan hak kcpada yang
rnenerirna peralihan laban sesuai dcngan tarif yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pcngusahaan Batam.

L) 1\1<1"aperalihan hak atau kutipan risalah Ielang atau sural
keterangan warts atau putusan/ pcnciapan pengadilan:

2) klcntitas pencrirna peralihan; clan

3) DokumenTanah (scrtlpikat atau dokumcn alokasi lahan).

a. Menyampaikan pemberilahuan tcrtulis kepada Direktur Pcngclolaan
Lahun melalui PTSP BP l1atam dengan mclampirkan:

(3] Oalam tcnggang waktu 3 l Iari sejak terjadlnya peralihan hak, plhak yang
mcngalihkan dan menerirna perallhan hall: wajib memberitahukan kepada
BP Batarn dengan ketentuan sebagai berikut:

(J) ljin pcralihan bak diberikan bersamaan dengan terbitnya dan dicantumkan
dalam klausul SPPIJ.

(2) Peralihan llak hanya dapat dilakukan di atas tanah yang sudah memiliki
sertipikat l-lak Atas Tanah dan tidak dalam proses cvaluasi.

I'asal 33

Bagian Kesatu
Prosedur Pengalihan l lnk

I3AI3VI
PERAI.IIIAN IIAK ATAS TANAH
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-20-



(3) Pernohon membawa dokumcn alokasi serta bukti setor uwr perpanjangan
untuk dibuatkan SPPL perpanjangan.

(2) Untuk pcrpanjangan alokasi laban yang di atasnya dlbangun rumah
susunj apartemcn,maka pcrpanjangan alokasl Iahan diajukan terhadap
alokasi lahan induk oleh Perhirnpunan Pemilik dan Pcnghuni Satuan
Rumah Susun (PPPSRS).

a. Potokopi Kartu Tanda Pcnduduk (KTP)/idcntitas yang masih berlaku
untuk perorangan atau fotokopi akte pcndirian Badan Hukum dan
perubahannya serta pengcsahannya untuk hadan hokum;

b. Fotokopi Sertipikat; dan
c. I"atokopi PBB.

(I) Perpanjanganalokasl lahan yang tclah bcrscrtlplkat diajukan kepada Kcpala
BP Batam melalui loket PTSP BP Batam dcngan melarnpirkan:

Pasal 36

Perpanjangan I\lokasi Lahan Berscrtipikai

(5) Kcputusan disctujui atau ditolaknya perrnohonan Perpanjangan Alokasi
Lahan mengacu pada ketentuan Pasal17 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan ini.

(4) Permohonan pcrpanjangan yang diaju kan rnelebihi dad batas akhir
sebagairnana diatur dalam ayat (1) dl aras dikenakan sanksi 2% darl nilai
UWT setiap bulan ketcrlambatan,

(3) Perpanjangan tcrsebut dilakukan terhadap alokasi lahan yang telah
diterbitkan sertipikat dan alokasi Iahan yOJ1g belum diterbitkan sertipilcat.

(2) Terhadap permohonan perpanjangan pcngalokasian yang telah berakhir
masa UWT, telah terbangun, dan digunakan sesuai peruntukan dapat
dilakukan proses perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Perrnohonan Pcrpanjangan Alokasi Laban arau Pembaharuan Alokasi Lahan
dapar diajukan paling ccpat 10 [sepuluh) iahun dan paling lambat 6 (enam]
bulan sebelum bcrakhirnya masa bcrlaku penggunaan Lahan dengan syarat
lahan telah terbangun.

Pasal 35

lJagian Kesatu
Persyaratan

BABVD
PERPANJANGAN ATAU PEMBI\HARUAN I\IJOKASl LAIIAN
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(1) Dalam hal Pcngalokasian Lahan bcrakhir disebabkan hal-hal sebagaimana
dimaksud Pasal 38 ayat (I) dan (2), Lahan dimaksud secara otomatis
kemball kepada Badan Pengusahaan Batam tanpa kewaiiban untuk
mernberitahu kan kepada penerirna alokasi,

Pasal 39

(6) Terjadinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(5) Tanahnya musnah; dan/atau:

(4) Dilcpaskan sccara sukarela olch Pengguna Lahan sebclu In jangka waktu
berakhir;

d. Putusan pengadilanyang Lelahmcmpunyai kckuatan hukum ierap.

kewailbanpcrnenuhan

kewaiiban-kewajiban yanga. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau
tertuang dalarn SPPL;

h. Tidak dilaksanakannya realisast dan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26;

c. Tidak dipcnuhinya ketcntuan dalam peraruran pcrundang-undangan
yang bcrlalru; atau

(3) Dibatalkan scbelurn jangka waktunya berakhir, karcna:

(2) Tidak melakukan perpanjangan dan/alau pembaharuan sebagaimana
dimaksud rtalam Pasal 35;

(1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimanaditetapkan dalam lJokumcn Alokasi
Lahan, Perpanjangannyaatau PembaharuanAlokaslnya;

Pengalokasian lahan berakhir karena:

Pasal38

(2) Proses selanjutnya mengacu pada keternuan Pasal 20 ayat (2), (3), (4) clan
(5) Peraturan ini.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/[dcntitas yang maslh bcrlaku
untuk perorangan atau Iotokopi akre pendirian Badon Hukum dan
perubahannya serta pengesahannya untuk badan hokum;

b. Dokurnen alokasi lahan; dan
c. Fotokopi PBB

(1) Perpanjangan alokasi lahan yang belurn herscrtiplkat diajukan kepada
Kepala BP Batam mclalui loket PTSP BP Batarn dengan rnelampirkan :

Pasal37

Perpanjangan Alokasl Lahan Belu m Bcrscrtipikai

O"DAN PENGUSAHAAN I(AWASAN PERDAGANGAN UlillA, I)Al'lI'ELABUHAN RE8AS BATAI\1
-22-



(4) Scluruh Faktur Tagihan yang ditcrbitkan kcpada pemohon untuk
pembayaran sebagaimana rersebut pada uyat (1), (2), dan (3) dicetak setelah
dibcrikan otorisasi dalarn LMSjIBOSS, kecuali untuk Iaktur manual
ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk bcrdasarkan pendelegasian
kcwcnangan KcpalaBP Batam ..

(3) Seluruh penylapan dan pcmroscsan penerbitan Faktur Tagihan
perpanjangan UWT rncnjadi tanggung jawab Sub Direktorat Evaluasi dan
Pengawasan Penggunaan Lahan.

(2) SeLuruh pcnyiapan dan pemrosesan penerbitan Faktur perubahan dokumen
dan Faktur biaya adrninistrasi peralihan mcnjadi tanggung jawab Sub
Dircktorat HaleAlas Laban..

(1) Seluruh penyiapan dan pemrosesan penerbitan Faktur Biaya Pengukuran,
Faktur UWT, dan Faktur Koreksi UWT tcrmasuk vcrilikasi perhitungan UWT
menjadi tanggung jawab Sub Direktorat Pengadaan dan Pengalokasian
Laban.

PasHI41

Bagian Kedua
Proscdur Penerbitan dan Pelaporan Faktur

a. Biaya Pengukuran;
h. Uang Wajib Tahunan (UWT);

c. Koreksi OWT alas pcrubahan penggunaan:
d. Adrninistrasi Peralihan;
e. Peru bahan Dokumen; dan
f. Pendapatan Lain yang discpakal i dalarn SPPL.

(2) Faktur sebagaimanadimaksud pada ayat (I) tcrdiri alas:

(1) Setiap kewajiban pernbayaran dad Pengguna Lahan diterbitkan faktur oleh
Dircktorat Pengelolaan Laban.

Pasal 40

Bagian Kesatu
Jenis Penerirnaan

BAB VIIl
MEKANISM E PENERlMAAN DAN PELAPORAN

(2) Dalam hal Pengalokasian Lahan bcrakhir disebabkan hal-hal sebagaimana
dimaksud Pasa] 38 ayat (3) huru r H, b, C, dan d, maka UW'!' yang telah
dibayarkan tidak dikembalikan dan tetap menjadi pencrimaan BP Batarn.
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(5) Sctelah penerima KSB mclakukan pembayaran UWT, Sub Dircktorat
Pcngadaan dan Pengalokasian Lahan membuai SPPLuntuk ditandatangani
olch Direktur Pcngelolaan t.ahan.

(4) Terhadap ICSByang belum mcnyclcsaikan pernbayaran UWT. Sub Dircktorat
Pcngadaan dan Pengalokasian Lahan mempersiapkan Iaktur UWl'.

(3) KcpaJa Sub Direktorat Pcngadaan clan Pengalokaslan Lahan membuat
lapcran hasil pendataan yang dilakukan sccara sistcmatis kepada Direklur
PengelolaanLahan.

(2) Terhadap ijin yang tclah ditcrbitkan oleh BI) Batam dilakukan penclltian
dan tindaklanjut sesuai dcngan kondisi rnasing-masing lokasi.

(1) Subdit Pengadaan dan Pengatokasian Lahan melakukan pcndataan
terhadap kavling di setiap lokasi Kavliog Siap Bangun (KSB) yang mcmiliki
ijin dari BP Batam.

Pasal4~

Penyelcsaian sccara Sistematis

Penyelesaian dokumen Kavling Siap Bangun dilakukan dengan cara sistematis
clan/ atau sporadis,

Pasal43

BABX
KAVUNG SLAPBANGUN (KSB)

Kcpala BP Batam dapat mcncrbitkan UWT nihil tcrhadap jenis pengaiokaslan
tertcntu yang ditctapkan dengan Kcputusnn Kepala BP Batarn tentang
pembebasan UWT.

PasaI42

BABIX
PEMBEBASANUWT

(6) Laporan bulanan sebagaimann tersebut pada ayat (5), sclambat-lambatnya
harus sudan diterima Dircktur Pcngelolaan Lahan pacta tanggaJ 10 setiap
hulannya untuk pcriode laporan bulan sebelurnnya,

(5) K~pala Sub Direktorat Pcngadaan dan Pcngalokasian Laban, Kepala Sub
Direktorai Evaluasi Pcnggunaan Lahan scrtn Kcpala Sub Direktorat Hak
Atas Laban melakukan rekonsiliasi dengan Biro Kcuangan cq Kabag
Perbendaharaan, guna mendapatkan data penerimaan/plutang yang sarna
dan sclanjutnya membuat taporan bulanan,
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b. Lahan yang telah dialokasikan dan termasu k dalam statu s I)PCLS, maka
dapat diproses setelah pelcpasan DPCLS selesai. Dalam hal Pengguna Lahan
tidak berscrlia menunggu proses pelepasan dimaksud, maka seluruh
pembayaran yang telah dilakukan akan dikcmbalikan kepada Pcngguna
Lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

1) Pernohon menyampaikan Rencana Pcmanfaaran Lahan dan disetujui
oleh Badan Pcngusahaan Salam;

2) Peruntukan laban tidak melanggar ketentuan pcraturan perundang­
undangan tentang lata ruang; dan

3) Dalam hal masih terdapat kewajiban pembayaran UWT, pemenuhannya
dilakukan berrlasarkan ketentuan yang berlaku saat tagihan
diterbitkan,

a. Proses Alokasi Lahan yang tclah dilaksanakan scbelum berlakunya
Peraturan ini diprosesIcbib lanjui dengan syarat dan kondisi:

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

Pasal47

BAS XII
ATURAN PERALIHAN

(2) Data proses pengelolaan lahan wajih dibukukan dan diarsipkan menjadi
dokumen sosuai dengan kaidah kcarsipan.

(I) Sub Direkiorat Pclayanandan Informaxi Lshan rnelakukan pernutakhiran
data lahan secara berkala rneliputl data pernbebasan lahan, data
penscrlipikatan HPL, data pengalokasian lahan, serta nata cvaluasi lahan
dan data perubahan alokast laban.

Pasal4G

BAA XI
PENJ)OI<UMENTASlAN PENGELOLMN LABAN

(2) Selanjutnya Sub Dircktornt Pengadnan dan pengalokaslan Lahan
melakukan penclitian secara tcknis dan yuridis tcrhadap permohonan
dimaksud.

(3) Selanjutnya dilakukan proses sebagalmnna icrsebut dalarn Pasal 44 ayat (4)
dan (5) Peraturan ini.

(1) Penerima KSB mengajukan perrnohonan penyelesaian Dokurnen Alokasi
KSB kepada Direktur Pengelolaan Laban rnelalui loket pada PTSPAP Batarn.

Pcnyelesaian secara Sporadis
Pa~B145
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1. Peralihan atas tanah yang belurn terbit scrtipikat hak atas tanahnya dapat
diberikan untuk lahan dengan peruntukan rumah tlnggal yang sudah
dimiliki oleh perorangan.

k. Apabila setclah dtterbitkan sural peringatan kesatu atau peringatan kcduo
atau peringatan ketiga sebagaimana dirnaksud pada huruf j, pengguna lahan
memcnuhi kewajibannya namun kemudian kembali melalaikannya maka
undakan evaluasi akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya,

j. Tahapan tindakan evaluasi tcrhadap alokasi laban sebclurn terbilnya
Pcraturan ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

1. Perubahan penggunaan Iahan terhadap alokasi lahan sebelurn terbit nya
Pcraturan ini dilaksanakan sesuai ketcntuan dalam Pcraturan ini.

h. Surat peringatan alas Alokasi Lahan yang sudah diterbitkan sebclum
Peraturan ini dlnyatakan tetap berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan
Pcrat uran ini.

g. Alokasi l.ahan yang berada di daerah hutan lindunq dilakukan pembatalan
alokasl/pencadangan dan uaog muka darr/atau UWTyang tclah dibayarkan
akan dikernbalikan.

f. Alokasi Laban yang berada di daerah catchment area tctapi masih scsuai
dcngan lata ruang, maka t.et.ap dapat dialokasikan dengan rnenyclesaikan
persyaratan teknis (utilitas dan akscsibititas].

e. Terhadap proses Alokasi Laban yang rcrindikasi tumpang tindih akan
dilaksanakan melalui proses evaluasi oleh Pokja evaLuasi sebagairnana
dimaksud padaPasal If; yang dituangkan ke dalarn Bcrita Acara,

d. Laban 'yang telah dialokasikan tidak sesuai dcngan pcruntukan
scbagaimana diatur dalam Pcraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2011
teotang Rencana Tata Ruang Kawasan Batarn, Blntan, dan Karimun, dapat
diproses dengan ketenl uan Pengguna Lahan rnenyetujui perubahan
peruntukan sesuai Perprcs 87/2011. Dalam hal Pcngguna Laban tidak
setuju, rnaka seluruh pcmbayaran yang tclah dilakukan akan dikembalikan
kcpada Pcngguna Lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Laban yang telah dialokasikan dan belum terbu sertipikat Hak Pengelolaan,
diusulkan untuk pencrbitan Scrupikat l lak Pengelolaannya. Dalam hal
Pengguna t.ahan tidak bersedia rnenunggu proses scrtipikasi Hak
Pengelolaan dimaksud, rnaka seluruh pcmbayaran yang telah dllakukan
akan dikcmbalikan kcpada Pengguna Laban scsuai ketcnt uan yang berlaku.
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ltd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAJ\N
KAWASAN PERDAGANGAN 8EB/\S
DAN P}!;LABUllAN BEBAS BATAM,

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 .Januari 2020

Pcraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal ditctapkan, dcngan kctcntuan apabila
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sepcrlunya.

Pase:u49

b. Semua peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang penyelcnggaraan
Pengalokasian Laban, SOP, serta KSB dinyatakan tetap bcrlaku sepanjang
tidak bertcntangan dcngan ketcntuan dalam Peraturan ini.

a. Peraturan Kopala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bcbas Batam Nomor 27 Tahun 20]7 tentang Penyelenggaraan
Pengalokasian Lahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

Pada saar Peraturan inf mulai berlaku:

Pasal 48

BAB xnt
KETENTUAN J>ENUTUP
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